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PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA | || /|

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA\?. 1%
NOMOR 20 TAHUN 2005 . e

TENTANG e

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAh!l D'AN;-
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH A
KABUPATEN BOMBANA ;. ; niE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA i

B |
BUPATI BOMBANA L

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan - ketentuan Pasal 28 cjzyat (2) Peraturan

. | Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang ; Kedudukan| Protokoler dan
_‘ Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan ; Pakyat Daerah, maka
perlu mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpman dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana, . | | |

b. bahwa pengaturan tentang Kedudukan Protokoler dan | Keuangan leplnan
dan Anggota DPRD diperlukan sebagai pedoman} pelaksanaan acara
kenegaraan atau acara resmi yang dlselenggarakan oleh Pemenntah Daerah
yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghlo atan;

. c. bahwa pengaturan mengenai hak-hak Keuangan lepman dalr{ Anggota DPRD

~ii . merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pem'benan penghasilan
tetap, tunjangan kesejahteraan dan uang: jasa pengabdlan serta belanja
penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas fungs1 dan
wewenang DPRD; Sy |

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf ¢ tersebut di
atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan]Daerah Kabupaten
Bombana tentang Kedudukan: Protokoler dan Keuangan lepinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah f R

]
I

.....

. Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokolj (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan‘ Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3363); .'1?"5‘1‘ g*: ? -%;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang’ KeuanganI Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47 ‘l’ambahan Lembaran
Negara Republik Indones1a Nomor 4286); : ;

R ‘3: i :

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan'dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan: Perwaklldn Rakyat Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, }(L'embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,. Tambahan Le'rr'\baran Negara
Republik Indonesia Nomor 4310); _ :.‘,* 5 | 1ii

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemtentuk!an Kabupaten
Bombana, Kabupaten' Wakatobi dan Kabupaten' Kolaka LUtara di ' Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Repubhk !ndonesm‘Nomor 4339),
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Menetapkan
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 _.tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 2004 ‘Nomor 5, .Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); il

SRt BRI B I
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ‘tentang: Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2004, Nomor | 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
‘ A AN I

i

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: (Lembaran ENegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan |Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438); : S EIRE :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentahg Pé}imbaﬁgah Ke"uanéan antara

1..‘\fi"’-;; :! .
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980. tentang ;| Hak Keuangan/
Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala: Daérah’ idan | Bekas Kepala
Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda atau|Dudanya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor | 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah iNomor | 59 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nom?n 211);

Peraturan Pemerintah Nomor : 62 Tahun' - 1990 | tentang Ketentuan
Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Ta;a' Penghormatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ‘;1990‘N3T6_r|9p, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432); 0 i V

et
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 112000 | tentang - Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan. Provinsi sebagai Qqerath;oqom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, 544:5T§m!)lqhan Lembaran

I

Negara Republik Indonesia Nomor 3952); I DR il ;
: ; p N

IR
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan
Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah‘i(L_embarap;]Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4022); : S LIENE ! :

: R R RN NS IR R
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004:te|}1téng _Kue'dguqukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanzPeMalf.illgn_ Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun: 2004 ‘Nogno‘r 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);  |:| i} -
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOMBANA . A |

L[] Tl Py
[ !




Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ; - _. S
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasat_ 1-

Daecrah adatah Daerah Kabupaten Bombana. e
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana'.f o
Bupati adalah Bupati Bombana. L
Wakil Bupati adalah Wakit Bupati Bombana. EREET

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dlSEbUt DPRD adalah Devl an P !rwakiian Rakyat
Daerah Kabupaten Bombana. | ;

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bornbaﬁ _
. iy

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bombana., R | 18
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana. ;. E e

Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memlmpin :‘Sekretaﬁat DPRD
Kabupaten Bombana. NN

o

. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada s;eseorang untuk mendapatkan

penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau perte:nuan Iresml

Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resml yang meliputi
aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada ;seseorang sesuai
dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau asyarakat.

PR

Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan’ dllaksanilkan Ioleh Pemerintah
Daerah ‘atau Lembaga. Perwakilan Rakyat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi
tertentu dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pe]abat Pemenntah Daerah serta
undangan lainnya. i

Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara Ke'r egaraan atau acara
resmi. _ ' ik :

Tata Tempat adalah aturan mengenai urusan tempat bagl Pejabat ;Negara Pejabat
Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara
kenegaraan atau acara resmi. . ] o

Tata Penghormatan adalah aturan untuk meiaksanakan pembenan horniat bagi Pejabat
Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh' ma;yarakat tertentu
dalam acara kenegaraan atau acara resmi. : : ! i .

Uang Representasi adatah uang yang dlbenkan setiap bulan kepada Ptmpinan dan Anggota
DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD

Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Ptmplnan dan Anggota DPRD
dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. : ; : .

Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Hmpinan dari Anggota
DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD H

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunJangan yang __d_:benkan setiap bulan kepada
Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil
Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komi51 atal'l Badan Kehormatan

atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya. b I |-

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpman dan Anggota
DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, |rumah ‘jabatan dan
perlengkapannya/rumah  dinas, kendaraan dinas jabatan, :pakaian ’dmas uang duka
wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah. SRR I ) AR




21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang dlbenkan kepada lepman daq Anggota DPRD atas
jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. |

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. selanjutnya dlsebut AFBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana , 5

23, Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang dlben tugas tertentu dibidangnya
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. :

24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana yaﬁg diberi tugas
tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan_ ol R
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KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPlNAN DAN ANGGOTA DPRD
 Bagian Pertama | :':f
Acara Resmi B H

Pasal 2

TR

i
! :
. (1) Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara reémi.

(2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : SRR ' ‘

a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah; L o
b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadlrkan Pejabat Pemenntah, { é
c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemenntah paerah

BagianKedua
Tata Tempat N

Pasal 3 :

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang dladakan dl bhkota Kabupaten,
sebagai berikut : AR | SR

. a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati; ' o L

b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupatl, ' g :

¢. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat
Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau satuan kerja dae ah lainnya

Pasal 4 o

Tata tempat dalam rapat-rapat paripurna DPRD sebagai berikut : IEPRERENE B I

Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD B
Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebetah Kanan Ketua DPRD;
Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah Kiri Ketua DPRD; : '; i
Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota' o

Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai ketentuan protokoler dengan memperhatlkan
kondisi ruang rapat. : RS AN i
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Pasal. 5 SESENE IS I
| EEEE L B
Tata tempat dalam acara pengambilan sumpahljan]i dan pelantlkan Bupatl dén Wakil Bupati
sebagai berikut : R T Y
s ’i e

a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambtl sumpah dan Jan!n dan rr;elantlk Bupati
dan Wakil Bupati; '

b. Bupati dan Wakil Bupati yang akan diberhentikan, duduk dlsebelah kanan . j bat yang akan
mengambil sumpah/janji dan metantik Bupati dan Wakil Bupati; . - HHE T

¢. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah km Walnl~Wakll Ketua DPRD;

d. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; = i ! S -

e. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota, | SRl

f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan ' sesuai dengan ketentuan P‘rotokole'r dengan
memperhatikan kondisi ruangan rapat; | s

g. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati setelah pelantlkan duduk dzsebelah Kkiri wakil-wakit
ketua DPRD; "l

h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan p<=.-,1abatJ yang mengambil
sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati. : 4 o

Pasat 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpahljanjl Anggota DPRD mehputt B

a. lepman DPRD duduk di sebalah kiri Bupati dan Ketua Pengadllan Negeﬁ atau peJabat yang
ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati; ' | ]

b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpahl]anjl, duduk dltempat yanc' telah dlsedlakan,
c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk dlsebelah km Bupati;

d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pe]abat yang'dltunjuk untuk
memandu pengucapan sumpah/janji, duduk di tempat yang dlsedrakan aE _

e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD; ' | | ! .
Para undangan dan mantan Anggota DPRD duduk di tempat yang telah dtsed}'akan: dan; |
g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri. : et
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Pasal 7

e IR
Tata tempat dalam acara Pengambllan sumpah/janji dan Pelantlkan Ketua d.an Wakil Ketua DPRD

hasil Pemilihan Umum sebagai berikut : R RN R R
i

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebalah kiri Bupati dan Wakﬂ Bupatl, ; ; 1

b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadllan Negfz aitau Pejabat yang

ditunjuk untuk memandu sumpah/janji; Lo !
c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupatl dan Wakﬂ Bupatl Wakll Wakil
Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; |
d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadllan Negen duduk dltem_pat yang telah
disediakan. : _ | g

i
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Bagian Ketiga S

Tata Upacara ST :
'Pasala ";5;';; s i!'

. :s _i N ’|

' b i

'ri‘ i

a. Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera,

Pl
b. Untuk keseragaman kelancaran, ketertiban dan kekhIkmatan Jalannya acara resmi,
diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
: AR !

berlaku. ; i
~ Bagian Keempat o o ;
Tata Penghormatan RN i :
Con
SRR i
"'z 01 | :
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesual dengan 'penghormatan yang
diberikan kepada Pejabat Pemerintah Daerah; 3 | _
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan. o i i )
f SN
DS
BAB Il 5":-%_:? j
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD M ’
L : ' Ei : a8
il Bagian Pertama ¥ 1
Penghasilan s i
Pasal 10 5 ;
. i S IEEE N
o Pt ol
(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari : . ! i ?
.  a. Uang Representasi: I . '
b. Uang Paket; S SEEET
| SO R
¢. Tunjangan Jabatan; : BN N
: : (EERNREEEE N
d. Tunjangan Panitia Musyawarah; I AL | i |
e. Tunjangan Komisi; = SRR i
f. Tunjangan Panitia Anggaran; | o
- . I -
g. Tunjangan Badan Kehormatan; : : ‘ NE
h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya. - : : , * 28 o ]
Pasal11
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi. SRR
(2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dttetapkan sebagal benkut o
a. Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati setiap bulan; f ; | ! L
-~ ~
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b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dan uan:g representa51 Ketua
DPRD setiap bulan; :

e
€. Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representast Ketua DPRD
setiap bulan. : 2

(3) Selain uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada lepm.aq &an Anggota DPRD

g:abel?kan tunjangan keluarga dan tunjang beras set:ap bulan, yang besamya dltetapkan sebagai
rikut : i

i

a. tunjangan istri/suami sebesar 10 % (sepuluh perseratus) darl uang representaSt masing-
masing; ;

b. Tunjangan Anak sebesar 2 % (dua perseratus) dari uang representmt masmg—masmg dan
maksimal untuk 2 (dua) orang; S Rt ! .

c. Tunjangan Beras sebesar 10 kg/orang (untuk |stnlsuami dan anak mak..lmal 2 (dua) orang).

_l-u, \
H

Pasal 12 P i ‘I|
_ i

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket ; | :

(2) Uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh pen;e 'atus) dari masing-

. masing uang representasi setiap bulan. , |

Pasal 13 o ”f;
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Jabatan R i

(2) Tunjangan jabatan sebagalmana dimaksud ayat (I) sebesar 145% (seratus émpét pﬁluh lima
perseratus) dari masing-masing uang representa51 setiap bulan.’ G ; NASECE Y I A R

° N - . T, i
AL R

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah :a'tau; Korfmm atau Panitia
Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya, dlbenkanI tunjangan sebagai
berikut: : , ; ! -

"i'il : 1

a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan Jabataq Ketua DPRD setiap

. butan;

b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dan tun;angan ]abatan Ketua DPRD setlap bulan,
c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua [RPRD setiap bulan;
d.  Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tun]angan jabatan ketua DPRD set1ap bulan.

\ : i
o . i I E !
Pasal 15 | '}!
i : : :; L i i :
Penetapan ketentuan jumlah uang sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 11 Pasal 1|2, rPasal 13 dan
Pasal 14 diatur dengan Keputusan Bupati. ' . E 5 e = :
i i

Pasal 16

|
I
|
1.
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dtkenakan pajak sesuai dengan I(etentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. ‘ _




T

Bagian Kedua |
Tunjangan Kesejahteraan |

Pasal 1 7

(1) leplnan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tun]angan pe eiiharaan kesehatan
dan pengobatan ; M

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tun]angan pemehharaan kesehatan dan
pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak; - ' |

(3) Tunjangan Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatah kepada Lembaga Asuransi
Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat p==rsetu1uan DPRD dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati; ‘ !

(4) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk bnaya general check-up
pa{mg banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun bagi lepman dan Anggota DFRD i | *

Pasal 18 ! |
(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan
1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan; l i

(2) Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dmas jabatan
dibebankan pada APBD; ; i

¥

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhlr masa baktmya, Wa]lb mengembahkan rumah
jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemenntah
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pernberhennan E | o

4) Penyedlaan Rumah Jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupat: selanjutnya
penyerahan pemakalannya dituangkan dalam ikatan per]anjlan antara Pemenntah Daerah
dengan Pimpinan DPRD. S i 1 b

Pasal 19 i !

(1) Apabila kondisi keuangan daerah memungklnkan, maka untuk mendukum; kelancafan fungsi

legislasi, fungsi anggaran dan fungsr pengawasan DPRD dapat dlsedzakangkendaraan dinas
operasional.

(2} Jenis kendaraan dinas operasional sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dttetapkan dengan
Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran

| IRRIR
r%ii,.i: HIE

Pasal 20 *l i
SO 1|i

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dmas beserta per lengkapannya'
(2) Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD :

(3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktlnya, wa]lblmengemballkan
rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemen 1tah Daerah paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian; 2

(4) Penyediaan Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapnnya sebagaimana dlmaksud ayat (1)
berpedoman pada standar harga setempat yang berlaku dan dltetapkan 1dengan Keputusan
Bupati, selanjutnya penyerahan pemakaiannya. dituangkan dalam lkatan peljanjlan antara
Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan. L




* Pasal 21
Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perleﬁgkapénnya dan

Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan i atau 1gunausahakan atau
dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya. - B
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Pasal 22

| e
(1) Datam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyedlakan Rumah Jabatan lepinan atau Rumah
Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjanoan perumahan, :

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dlsesﬁalkan dengan
standar harga setempat yang berlaku, yang dltetapkan dengan Keputusan Bupatl b

Pasal 23 S ‘?.?5112
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(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan paka1an dmas beserta atrlbut yanc' '}terdlri atas.
a. Pakaian sipil harian disediakan 2(dua) pasang dalam 1 (satu) tahun, R S
b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang datam 1 (satu) tahun" ool
¢. Pakaian sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (hma) tahun,}

d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalamI 1($aitu) tahun;
e. Pakaian Olahraga disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun o ;
(2) Apabila kondisi Keuangan Daerah memungkmkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas,

fungsi dan wewenang DPRD dapat disediakan pakaian khas daerah; ‘ N ] | |
{3) Kualltas bahan dan standar satuan harga pakalan dlnas dltetapkan dengan Keputusan Bupatl.
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Pasal 24 B ?' H ! ;
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Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahh wans dihepkan )
a. Uang duka wafat sebesar 2 {dua) kali uang representasi atau apablla[memnggal dunia dalam

menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kah uang representa51

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampal ke tempat

pemakaman. 4 , ":"i' |
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(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang memnggal dunia atau menga|§h1n mas'é Bai‘ctinyasdibeﬁkan
uang jasa pengabdian; RERS R } [l |

i i

{2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1_) dlsesualkan dengan masa
bakti Pimpinan dan Anggota BPRD dengan ketentuan : ISk |

a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan dlbenkan uang
jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi; BRI 5 ! I i

b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun,: dlbenkan uang ]asa pemgabdlan 1(satu) bulan
uang representasi; | ;I 1 i

c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, d:benkan uang Jasa pengadean 2 (dua) bulan
uang representasi; : E , .

d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, dlbenkan uang ]asa pengabdla (tlga) bulan
 uang representasi; ; | i j
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€. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uahg i’ésg zengabdlan 4 (empat)
bulan uang representasi;

f. Masa bakti sampai dengan 5 ({lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdlan setinggi-
tingginya 6 (enam) bulan uang representasi; ‘ A *l

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD rnemnggal dunia uang ]asa pengabdlari sebagalmana
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya. SR S ;

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan - setelah yang bersangkutan dmyatakan
diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangiundangan
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BABIV.
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD B
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Pasal 26

(1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tUglas, fungsi dan
wewenang DPRD. : I ; ‘
(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dlsusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD. A
. (3) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan RN
a. Legislasi; , , EEET N
b. Anggaran; RS
C. Pengawasan Do ;
(4) Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dtmaksud pada ayat (1) terdln ata. 3 ! o
a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk men<|ia pétlkan persetujuan
. bersama; SRERE I B :
|
b., Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentangiAPBD Flersama dengan
Bupati; : S D o
c. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang undangan
_ lainnya, Peraturan Bupati, APBD Kabupaten Bombana,. Kebljakan Pemenntah Daerah
tainnya dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan ker)asam|a internasional
~ di daerah; 3
d.. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentlan Bupati dan Wakll Bugati Kepada Menteri
. Dalam Negeri, melalui Gubernur; S 1 HE i T

. e.” Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakll BUpatl; o

oy
!
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1 %
f.. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemenntah Daerah terhadap rencana

perjanjian internasional di Daerah; o -;:j i i i

g. Memberikan persetujuan terhadap Rencana kerja sama mtemas:onal yangr,I
- Pemerintah Daerah; SRR T S I !
h. Meminta laporan keterangan pertanggung ]awaban dalam penyelengc'a aaln| Pemenntahan
Daerah; "; N
i.  Membentuk panitia pengawas pemilihan Bupatl dan Wakil Bugati, - | : ; j :
j- - Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD Kétiupate B&mbana dalam
- penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; e f b ! H ' ! S
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. S l zE. -
l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam perundang Lllndangan

'(5) Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan program antara tain : kun]ungaq ker]a, penyiapan,
pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah, peningkatan SDM dan profes 1onal1sme, dukungan

koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, dan keglatan kepanmaan _
i L P
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d:lakukan oleh
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(6) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasmnal wajar, patut dan

terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yan dlteta kan oleh B
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. i ° g p p upati

{(7) Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dlformulasﬂcan ke dalam Rencana

®)

(9)

. (1)

@)
(3)

® w

Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) berkenaan

Belanja penunjang kegiatan sebagalmana dimaksud pada ayat, (1) duan ggarkan pada belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjatanan dinas dan’ representasu perjalanan dinas,
belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam pos Sekretariat DPRD, i ||| i1 i

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis peyusunan belanJa{ |pénunjang kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menten Dala Negen 5
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PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD ;
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Pasal 27

e
Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasﬂarll lepman dan
Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan|belan]a penunjang
kegiatan- DPRD yang diformutasikan ke dalam Rencana Ker]a dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD. SaaE I

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tersebut
dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan pada pos DPRD. R | B

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagalmana d:maksud pada ayat (1)
tersebut dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, idan Pa,,al 23, serta Belanja
Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat () 'dlanggarkan dalam
pas Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagal benkut : |

a. Belanja Pegawai; SR
b. Belanja Barang dan Jasa; ‘ RN
c. Belanja Perjalanan Dinas; R
d. Belanja Pemeliharaan; _ _ R
e. Belanja Modal; . e § N i _

rpedoman pada

Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh- Sekretans DPRD denganf
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. R 5

Pasal 28° ! |

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belan]a DPRD untuk tu1uan lain
di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini drnyatakan melanggar hukum

(1)
(2)
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‘Pasal 29. |
Anggaran Belanja DPRD rnerupakan bagian yang tidak terp:sahkan dengan APBDi l

Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban: belanja DPRD sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belan]a Satuan Ker]a Perangkat!Daerah lalnnya

SARTRE (K (1§




 BABVI TRl
KETENTUAN PENUTUP "0 []] {f:

Pasal 30

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini péhyéles‘ziia;nnya difasilitasi oteh
Gubernur, ' A S e

vhe I

Pasal 31 : H
Hal hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah i nii aikén ciitetapkan
dengan Peraturan Bupati. _ _ SR DI

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; s
. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundannan,Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana * Lo

Ditetapkaniﬁ& Ru m b i‘_a ;
padatanggal,:- |||} : 2005

Diundangkan di R
pada tanggal,

SEKRETARIS D

it = e s mmea

Drs. H. IPRUS EFFENDY KUBE-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA : I 18
TAHUN 2005 NOMOR 20. o S ]
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